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PUTUSAN
Nomor 489 K/PID.SUS/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan

oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : BUJANG bin RAKIMUN alias KAKANG;

Tempat lahir . Rengat;

Umur / Tanggal lahir . 40 tahun/1 Juli 1976;

Jenis kelamin . Laki-laki ;

Kewarganegaraan . Indonesia;

Tempat tinggal : Bandar Alai Kari RT. 001, Kecamatan
Kuantan Tengah, Riau;

Agama . Islam;

Pekerjaan . Petani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Batam tanggal 11 Agustus 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bujang bin Rakimun alias Kakang bersalah
melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh
lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
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memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”
sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 Ayat
(1) ke -1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bujang bin Rakimun alias
Kakang dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi
seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone berwarna hitam dengan merek Strawberry;

- 1 (satu) buah Simcard AS dengan Nomor telpon 0823-8482-0083;

- 1 (satu) buah handphone berwarna hitam dengan merek Nokia Model
106.1 Type RM-962;

- 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan Nomor telpon 082279846824;

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat dengan merek Converse;

- 1 (satu) buah jam tangan berwarna coklat dengan merek Ceruti 1881

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam  Nomor
555/Pid.Sus/2017/PN Btm tanggal 11 September 2017 yang amar
lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bujang bin Rakimun alias Kakang, tersebut diatas
telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “Turut Serta melakukan Perdagangan Orang”;
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2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda
sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan
selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone berwarna hitam dengan merek Strawberry;
- 1 (satu) buah Simcard AS dengan Nomor telpon 0823-8482-0083;
- 1 (satu) buah handphone berwarna hitam dengan merek Nokia Model

106.1 Type RM-962;

- 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan Nomor telpon 0822-7984-6824;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat dengan merek Converse;

- 1 (satu) buah jam tangan berwarna coklat dengan merek Ceruti 1881
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru  Nomor
226/PID.SUS/2017/PT PBR tanggal 15 November 2017 yang amar
lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor
555/Pid.Sus/2017/PN.Btm  tanggal 11 September 2017, yang
dimohonkan banding tersebut;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
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4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu
lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2017/PN BTM
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2017, Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2018 dari Penasihat
Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2017 sebagai
Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam
pada tanggal 4 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2017 dan
Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21
Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Januari 2018 dengan demikian
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Terdakwa sebagaimana dalam memori kasasi selengkapnya termuat
dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan

dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah
mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur

tindak pidana dari Dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan
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fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencari, mengajak dan membujuk
serta mengiming-imingi Saksi Desti untuk bersedia dinikahi secara kawin
kontrak selama 3 (tiga) bulan dengan lelaki bernama Abdul Rahman bin
Busin alias Ayong, seorang warga negara Malaysia dengan imbalan
uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diterima oleh
Terdakwa dan sebagai imbalan awalnya Terdakwa telah menerima
uapah untuk ongkos sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
dan juga Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Desti masih berusia 16
(enam belas) tahun dan Saksi Agustina berusia 17 (tujuh belas) tahun;
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- Bahwa demikian pula putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana
kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam)
bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan
selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah
mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi
perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun
keadaan meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa
selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak
diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan
tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak
dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah
Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
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1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi
Pekanbaru yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri
Batam sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula
ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus
ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa
harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan ;

MENGADILI
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Bujang bin
Rakimun alias Kakang tersebut;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,
M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono., S.H.,
M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota
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serta Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis
Ttd. Ttd.
H. Eddy Army, S.H.,M.H. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.
Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.
Panitera Pengganti
Ttd
Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001
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